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Polemik Status WNA Calon Bupati Sabu Raijua

Jakarta, 4 Maret 2021 — Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada Senin (8/03),
pukul 09.00 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini dipimpin oleh
Hakim Konstitusi Suhartoyo yang didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi
Enny Nurbaningsih. Sidang perkara nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 akan digelar secara
daring dan luring oleh Para Pihak sesuai protokol kesehatan dan tata tertib persidangan.

Pemohon yang terdiri dari Herman Lawe Hiku, Marthen Radja, dan Ketua Aliansi Masyarakat
Peduli Demokrasi Sabua Raijua, Yanuarse Bawa Lomi merupakan penduduk Kabupaten
Sabu Raijua. Pada berkas permohonan, Pemohon menyatakan memang tidak mempunyai
kedudukan hukum dan melewati tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan
ketentuan PMK Pilkada 2020. Akan tetapi, Pemohon menegaskan bahwa permohonan yang
diajukan bukan hanya semata-semata sengketa suara, melainkan mempersoalkan isu
konstitusionalitas, hukum, dan moral dalam rangkaian tahapan Pilkada yang cacat formil.

Menurut Pemohon, inti pelanggaran konstitusional terletak ketika diketahui bahwa Calon
Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dinyatakan
secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 1 Februari 2020 bahwa
yang bersangkutan merupakan warga negara Amerika Serikat. Sehingga Pemohon menilai
bahwa fakta tersebut mengindikasikan terjadinya berbagai pelanggaran hukum karena yang
bersangkutan telah melakukan kebohongan dan tidak memiliki hak dalam urusan
pemerintahan serta penetapan Termohon sebagai Paslon yang ikut serta dalam Pilkada tidak
memenuhi syarat formil.

Persoalan hukum semakin mengemuka karena Paslon 2 memperoleh suara terbanyak dan
fakta tersebut baru diketahui setelah Termohon menetapkan hasil rekapitulasi suara. Hingga
saat ini, belum ada pembatalan terhadap keputusan Termohon tersebut. Maka dari itu,
Pemohon meminta MK menunda atau membatalkan pelantikan Paslon terpilih, menyatakan
pembatalan keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua karena tidak sah dan berdasarkan
hukum, serta menetapkan peraih suara terbanyak kedua sebagai pasangan calon terpilih atau
melakukan pemungutan suara ulang. (TIR)
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